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NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan optimalisasi

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota
Bekasi dan mewujudkan prinsip Good Corporate
Governance (GCG), sehingga diharapkan dapat
menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang
profesional, efektif dan efisien;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Kinerja Direksi
pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris
dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Peraturan Wali
Kota Bekasi tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan
Usaha Milik Daerah Kota Bekasi Nomor
539/15/Setda.Ek tanggal 22 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN
KINERJA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI
KOTA BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikian
Kekayaan Daerah yang disahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Pengawas.

5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah
BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD
yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ
Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.



10.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD
untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya
disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan
antar pemangku kepentingan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan dalam rangka penerapan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dan optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik
pada BUMD di Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan tata kelola
Perusahaan yang baik pada masing-masing BUMD melalui keakuratan,
kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan BUMD.

BAB IlI
PELAPORAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
Pasal 4

(1) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan
laporan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan
Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 5

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas
laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.



(2)

(3)

Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
memuat laporan arus kas.

Pasal 6

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas
laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan

c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
KPM atau RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir
triwulan berkenaan.

Pasal 7

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani
bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah diterima.

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disahkan oleh KPM atau RUPS.

Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM atau RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
MONITORING
Pasal 8

Monitoring dilakukan oleh Wali Kota melalui Laporan Triwulan yang
disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dan/atau yang ditugaskan
oleh Wali Kota.



(1)

BAB V
EVALUASI
Pasal 9

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 8 menjadi bahan evaluasi
yang dilakukan oleh Wali Kota.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.
BAB VI
PENILAIAN KINERJA
Pasal 10

Penilaian kinerja dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas atau
Komisaris dan/atau yang ditugaskan oleh Wali Kota.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran
BUMD;;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu
mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan;

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 Juli 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 02 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51 SERI E



